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ABSTRAK

Banyaknya pernikahan dini di Indonesia yang umunya dikarenakan calom
suami atau istri memiliki usia di bawah 19 tahun. Batasan usia perkawinan sudah di
perbarui dimana pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur mengenai
naiknya batasan usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk calon suami dan istri.
Dengan demikian apabila calon suami atau istri yang.ingin menikah tetapi umurnya
belum mencapai 19-tahun maka harus mengajukan permehonan dispensasi kawin di
pengadilan sesual dengan domisili pemohon,oleh karena itu untuk proses mengadili
permohonan dispensasi yang diajukan diatur.dalam Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Permasalahan pokok: yang' penulis-teliti -dalam penelitian ini yaitu : 1).
Bagaimana Pengaruh penerapan Peraturan Mahkamah' Agung Nomor 5 Tahun 2019
terhadap ‘dispensasi nikah di pengadilan agama Pekanbaru? 2)Bagaimana
Pertimbangan hakim pengadilan agama pekanbaru mengenai dispensasi kawin
dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin?

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian sosiologis empiris yang artinya
dimana perlunya mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan datang langsung
ke lokasi penelitian dan sifat penelitiannya ialah menggunakan cara deskriptif yaitu
memberikan .gambaran dan penjelasan yang sistematis.-dan rinci terhadap
permasalahaan di dalam penelitian.

Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dengan
diberlakukannya penerapan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019
terhadap dispensasi kawin di pengadilan agama‘pekanbaru memberikan pengaruh dari
berbagai sisi proses permohonan dispensasi yakni Syarat-syarat pengajuan,proses
persidangan serta cara hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut yang lebih
rinci dan teliti. Serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tahun 2019
tersebut menjadikan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim lebih efektif dengan
melihat berbagai faktor — faktor tambahan yang mendukung putusan diberikan
dipengadilan.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Peraturan Mahkamah Agung, Pedoman
Mengadili.
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ABSTRACT

The number_ofwearly marriages in Indonesia is generally due to the
prospective husband or wife being.under 19.years of age. The age limit for marriage
has been updated wherein Law Number 16 of 2019 regulates the.increase in the age
limit for marriage to 19 years for prospective husbands and wives. Thus, if a
prospective husband or wife who wants to get married but is not yet 19 years old,
must apply for a marriage dispensation i /court in accordance with the applicant's
domicile, therefore the process of adjudicating the'proposed dispensation application
is regulated'in Supreme Court Regulation Number.5 of 2019 concerning Guidelines
Judging the Application for Marriage Dispensation.

The main problems that the author examines in this research are: 1). How
does the application of the Supreme Court Regulation.Number 5 of 2019 affect the
marriage dispensation in the Pekanbaru religious court? 2) What are the
considerations of the Pekanbaru Religious Court judges regarding the marriage
dispensation with the enactment of the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019
concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation?

This research belongs to the type of empirical sociological research, which
means that it is necessary to collect the necessary data by coming directly to the
research location‘and the nature of the research is to use a descriptive method, which
is to provide a systematic and detailed description.and explanation of the problems in
the research.

The results of the research that the author conducted, It can be concluded that
with the implementation of the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 on the
marriage dispensation at the Pekanbaru religious court; it has an impact on various
aspects of the dispensation application process, namely the requirements for
submission, the trial process and the way the judge grants the request which is more
comprehensive. detailed and thorough. And the Supreme Court Regulation Number 5
of 2019 of 2019 makes the judgments made by judges more effective by looking at
various additional factors that support decisions given in court.

Keywords: Marriage Dispensation, Regulation of the Supreme Court,
Guidelines for Judgment.
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kesehatan dan keselamatan serta memegang semua kerajaan baik di langit dan di
bumi, dengan ilmu-Nya Allah SWT berikan petunjuk kepada manusia agar dapat
memilih jalan kebenaran:dan” menjauhkan dalam'kesesatan sebagaimana yang Dia
kehendaki. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan yang tercurahkan

kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya,

dan seluruh umat manusia yang konsisten dalam menjalani risalahnya.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Dispensasi Kawin Terhadap Berlakunya Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pekanbaru” merupakan salah satu syarat
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BAB |

PENDAHULUAN

layaknya seperti makhluk hidup lain yang diciptakan Allah SWT.?

Oleh karena itu, demi menjaga kehormatan dan kemuliaan umat manusia,

Allah SWT mengejawantahkan hukum-hukum yang sesuai dengan tataran

! Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan ,Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas
Psikologi UGM , 1984.
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manusia. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan dihormati agar
diridhoi oleh Allah SWT, dengan upacara ijab gabul sebagai simbol saling

menghormati, serta hadirnya saksi-saksi yang menyaksikan pernikahan pasangan

selain mene

Inilah ika

dan sakral bagi seluruh manusia, hal ini disadari bahwa setiap perkawinan yang

dilangsungkan pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Perkawinan juga sebagai

% Amir Syafiruddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Figh Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan ,Jakarta,Kencana,2006.

¥ Soimin,S. Hukum Orang dan Keluarga : Perspektif Hukum Perdata Barat,Hukum Islam dan Hukum
Adat, Jakarta,Sinar Grafika,2004.
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jalan untuk bisa mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan abadi sesuai

Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dapat dikatakan, bahwa perkawinan itu

harusnya berlangsung seumur hidup dan tidak dibenarkan berakhir begitu saja.*

Sehingga dilihat dari ringkasan pemahaman perkawinan maka bahwa
sebuah perkawinan itu tidak sekedar ikatan lahir dan bathin saja tetapi merangkap

ikatan dari dua — duanya. Dalam hal ikatan lahir ialah ikatan yang formil dengan

* Abd Thalib & Admiral, Hukum Keluarga Dan Perikatan ,Pekanbaru,Uir Press, 20009.
® Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan .
® Kamarusdiana, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam.Vol. 7 No. 1, Tahun 2020.
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sifatnya yang nyata. Sedangkan ikatan bathin dalam perkawinan ialah perikatan

talian jiwa yang terjadi karena atas kemauan untuk membentuk hubungan suami —

istri antara seorang laki — laki dengan seorang perempuan.’

eharmonisan ke ercapai dalam semalam

apl untuk menentukan
ah harus dijadikan
un di kehidupan
atu pun kehidupan

sehingga untuk

" Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, Bandung, Alfabeta,2008.

® Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan I dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer,Y okyakarta
,Academia & Tazzafa,2005.

°° Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, Bandung,Alfabeta,2008.



Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam
pasal 7 ayat (1) bahwa : “ Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan
wanita sudah mencapai-umur 19 (Sembilan belas ).tahun”. Pasal ini sudah
menekankan bahwa perkawinan dilakukan jika calon pria juga wanitanya harus
sudah mencapai umur yang-telahditetapkan.oleh undang-undang yaitu 19 tahun.*
Jika dilihat dari sudut pandang baru-baru ini ada banyak orang yang melakukan
pernikah dini. Pernikahan dini adalah keadaan di mana pasangan menikah di
bawah umur dan salah satu atau keduanya gagal memenuhi aturan pernikahan.
Di Indonesia diketahui bahwa ada pengecualian perkawinan yang memberikan
hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya tidak

mencapai batas usia yang ditentukan untuk menikah.

Oleh karena itu calon suami yang berusia di bawah 19 tahun atau calon
istri yang berusia di bawah 19 tahun harus memperoleh pembebasan kawin dari
pengadilan agama. Orang tua dari pemohon laki-laki dan/atau perempuan harus
mengajukan permohonan pembebasan nikah atau.permohonan nikah bagi orang
yang berusia di bawah“19 tahun“ke ‘pengadilan agama tempat tinggal mereka
dengan persetujuan, terlepas dari apakah calon suami atau istri termasuk di antara

kedua calon mempelai yang di bawah umur.™

19 pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

! Ramulyo, M. I.Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No.1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum
Islam. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
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Namun dengan adanya sistem perkawinan semacam ini, jika anak di

bawah umur akhirnya dapat menikah melalui sistem ini, maka perubahan batas

12 pasal 8 Undang — Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.

13 Ronald S.Lumbuun,PERMA RI,Wujud Kerancuan Antara Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan,
Jakarta,Rajawali Press,2011.
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Peraturan — peraturan yang di buat dan ditetapkan oleh lembaga
khusus/independent seperti MA merupakan peraturan yang memiliki sifat khusus

(lex specialis).* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum terdapat

s prihal syaratan
administra g perlu d o ; 5, dalam pasal 6
mejelas . wenang dal: NQa rkara, mekanisme

pemeriksaan perkara de asal pai ; a.upaya apa yang harus

Dalam proses pengajuan perkara pembebasan nikah, hakim harus
memiliki kemampuan dan kompeten untuk menentukan apakah anak menyetujui

keabsahan permohonan pembebasan nikah dan apakah anak benar-benar tahu

¥ Ni’matul Huda,Hukum Tata Negara Indonesia,Jakarta,PT.Raja Grafindo Persada,2016.

!> Sonny Dewi Judiasih, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya
Meminimalisir Perkawinan Perkawinan Dibawah Umur Dilndonesia, Jurnal llmu HukumVol.
3No.2,Tahun2020.
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tentang pernikahan tidak akan ada paksaan orang tua. Hakim juga harus
memahami secara akurat keadaan mental, kesehatan, dan persiapan

perkawinannya. Selain itu, hakim juga dapat mengetahui apakah ada paksaan

belah pihak, dan mempertimbangkan keadaan psikologis, sosial, kesehatan,

budaya, pendidikan, status ekonomi, anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi

1% pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi
Kawin.

7 pasal 11 dan Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin.
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ahli di bidangnya masing-masing. Memastikan bahwa tidak ada paksaan
psikologis, fisik atau seksual dan ekonomi, dan memastikan bahwa orang tua

bertanggung jawab atas keadaan kesehatan , pendidikan ,ekonomi, sosial anak-

yang mengatur

etentuan dalam

dengan total perkara yang masuk menjadi 52 perkara yang diantaranya 49 perkara

dinyatakan putus dan 3 perkara yang dicabut oleh pihak yang mengajukan.

18 pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi
Kawin.
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Sehingga dari jumlah tersebut pengadilan agama pekanbaru berhasil
menyelesaikan perkara dispensasi dengan rasio produktifitas 100%.

Sehingga dari penjelasan latar belakang di atas terkait dispensasi kawin,

ng berjudul :

S Vet !.,‘
KA g RLAKUNYA

MENGADILI

ILAN AGAMA

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Dispensasi Kawin?

10
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh berlakunya Perma nomor 5 tahun 2019

memberikan

Di Indonesia telah memiliki'peraturan hukum perkawinan yang berlaku secara
nasional, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Pada

peraturan undang-undang tersebut sudah diatur mengenai permasalahan

11
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perkawinan secara detail tentang tatacara perkawinan, syarat dan rukun, hingga
tujuan dari suatu perkawinan. Lahirnya Undang-undang Perkawinan merupakan

titik tolak dari hipotesis yang mana mengenai Peraturan perundang-undangan

.@3 ‘ n dikoreksi.*?

erkah dari Allah SW

lagi dapat memenuhi

yang melegalkan

demi tercapainya

T.

bersama antara seorang suami dan istri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974 Tentang perkawinan menjelaskan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin

¥ Abbdurrahman,Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan,Jakarta,Akademi
Pressindo,1986.

%% Direktorat Jendrel Bembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, limu Figih Jilid
I1,Jakarta,1985.
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antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

5921

Ketuhanan Yang Maha Esa

gan keperdataan

mana dapat

kan perbuatan
masyarakat.

)i dan mendukung

Dapat mempererat rasa saling sayang dan persaudaraan.

7. Menikah juga dapat meningkatkan derajat dan martabat seseorang.

“! pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
22 Saleh Al-Fauzan,Figih Sehari-hari,Jakarta,Gema Insan,2006.
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Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat
hukum baik yang merupakan hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak.

Masalah perkawinan bukan hanya tentang kebutuhan biologis tetapi juga lebih

perka nya ' at meningkatkan
derajat sese J setelah berum: 1902. atinya harus dianggap
serius dik ~di dalam :_ awi '. : yang suci karna
melibat ara 2 jiwa un ‘. ne ekal yang baik dalam

memba ma 3 ratullah bagi kalangan

pernikahan tidak berlandaska dengan firman Allah SWT dalam surat An-
Nur ayat 32, artinya *“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara

kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu

3 Ahmad Rofig,Hukum Islam d Indonesia, Jakarta,Raja Grafindo Persada,2003.
4 QS Al-Nahl Ayat 72
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yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin

Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunia-nya, dan Allah SWT

Maha Luas (pemberianya) lagi Maha mengetahui. ">

“ Departemen Agama,Op,Cit
% Rosyidi Hamzah,Penerapan Azas Kekeluargaan Dan Keadilan Pada Penyelesaiaan Kredit
Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Indonesia,Journal of Economics,Business and
Accounting,Vol.3 No.8,2009.
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terjadinya perceraian adalah pernikahan tersebut dilakukan pada usia yang sangat

alig merupakan masa

o
- mas
b
&

adap perubahan besar
basah pada malam

dikenal dengan air

Kedewasaan tidak hanya diukur dari apa yang kita lihat tetapi juga ada aspek-

aspek yang dapat membentuk seseorang menjadi dewasa seperti aspek psikologis

" William J Goode,Sosiologi Keluarga,alih bahasa Laila Hanoum Hasyim,cep ke-2, Jakarta ,Bina
Aksaraja, 1985.

28 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta, Liberty,1986.
2 Muttaqin Dandan, Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian,Yogyakarta,Insani Citra
Press,2006.
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dan juga lingkungan. Untuk kesiapan menikah harus meliputi keseluruhan aspek
tidak hanya terpaku oleh satu aspek saja. Di dalam ajaran hukum Islam tidak

ditemukannya batasan umur yang jelas dan patokan ideal dalam melaksanakan

perkawinan. ep-konsep  nikah tanpa

‘\\\\\\‘ 'o..
/)
»

0

ar batasan umur

\“a‘t.‘oé

36
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c
o
)
=
="

perkawinan yang diberikan ole gadilan agama merupakan bentuk dispensasi

bagi calon suami dan/atau calon istri yang berusia di bawah 19 tahun. Maka

%0 Asghar Ali Enngineer, Hak-Hak dalam Islam, Yogyakarta,Benteng Intervesi Utama,1994.

31

Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan,

Bandung,Mandar Maju,1990.
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perkawinan itu wajib memperoleh dispensasi yang dikeluarkan oleh kantor

pengadilan agama.*

Untuk menikah seorang pria muda harus matang atau mampu secara fisik dan

engan kehamilan
ngga kematangan

ai_seorang ibu.

gan bahan skripsi

Dini  Penyebab

Kecamatan

mendukung akan terjadinya pernikahan dini. Para pelaku perkawinan itu
hampir seluruhnya hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) bahkan ada juga di

antara mereka yang tidak lulus SD. Hal ini terjadi karena beberapa sebab,

¥* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
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yaitu: Pertama, faktor ekonomi, dimana rata-rata penduduknya bermata
pencaharian sebagai petani. Kedua, karena faktor malas, yang sifatnya

telah mengikuti orang sebelum mereka seperti budaya yang tidak bisa

g
»

@)
-
-
="
7
@
o
)
o
~
)
S
=3
@
=

8 ELE

Hadi adalah

sesuai m ﬁ yu ya. Skripsi ini membatasi
penelitiannya pa . a Yogyakarta saja dan pada tahun

tertentu.”
3. “Soraya Nurjannah, Skripsi yang berjudul Tradisi Perkawinan Bawah
Umur Di Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten

Merangin Jambi. Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan 15 pelaku

perkawinan di bawah umur, 7 orang tidak merasakan dampak apaapa
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setelah mereka kawin. Sedangkan 7 orang lainnya merasakan dampak
setelah mereka kawin seperti jadi bahan omongan masyarakat yang

berfikiran negatif terhadap mereka, suami yang suka marah dan ringan

penelitia sama a terka spensasi ka terdapat perbedaan

yang manga itia s oL aturan perubahan dan

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman serta memberikan pemahaman lebih

lanjut dari batasan-batasan terkait judul penelitian yaitu :
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1. Tinjauan yang saya maksud adalah suatu kegiatan mengumpulkan atau

mengelompokkan berdasarkan data yang sedang ditelitiagar mendapatkan

jawaban atas permasalahan tersebut.

di berikan oleh pejabat

LS »

. I'ﬂ ar seorang pria
bl

akibat hukum serta

digunakan dalam
sistematis. Adanya

bangkan kebenaran

datang langsung ke elitian dan sifat penelitiannya ialah
menggunakan cara deskriptif yaitu memberikan gambaran dan penjelasan
yang sistematis dan rinci terhadap permasalahaan di dalam penelitian.

2. Lokasi Penelitian

* Ronny Hanitijo Soemitro,Metode Penelitian Hukum,Jakarta,Ghalia Indonesia,2008.
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Penulis melakukan penelitian di kantor pengadilan agama kota

pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah , Tangkerang Labuai,

Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28281

** Bambang Sunggono,Metode Penelitian Hukum,Jakarta,PT.Raja Grafindo,2005.
% Zainudding Ali,Metode Penelitian Hukum, lJakarta,Sinar Grafika,2011.
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Table 1.1

Populasi dan Sample Penilitian

Kriteria Pa

2 |
k‘t*'

h |
&
Ay

b. Data Sekunder
Data sekunder merpakan data yang menjadi pendukung dan
pelengkap data primer. Data sekunder diperoleh dari sumber buku-
buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, skripsi

terdahulu dan sebagainya.
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5. Alat Pengumpul Data

ngan tanya jawab

onden yang mana

Whkay

ahan yang sesuai
am melaksanakan

daftar pertanyaan

h A T

onden. Dan penulis

sumber dan literatur

Dokumentasi merupakan suatu kumpulan data yaitu eksplorasi info

ataupun penjelasan yang nyata dan benar, serta yang diperoleh dari hasil
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pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan

sebagainya * (Suteki & Taufani, 2020)

6. Analisis D

bungkan dengan

itian penulis dan

% Suteki & Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok, PT
RajaGrafindo Persada, 2020.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

manusia dengan berbagai akibat hukumnya. Oleh karena itu, peraturan hukum

yang mengatur masalah perkawinan secara rinci diundangkan, yaitu dalam

%" Setiyowati, Hukum Perkawinan di Indonesia, Malang ,Citra Intrans Selaras, 2021
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*®

aki-laki dan seorang

kan menurut B.Ter

* Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta ,Raja Grafindo Persada, 2014.

%9 Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata ( Comparative Civil Law ),
Jakarta, PT RajaGrafindo Persada,2015

“Ohttps://www.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-berikut-contoh-
rencananya-klIn.html diakses pada rabu 1 desember 2021 pukul 13.26.
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Dalam Kompilasi Hukum Islam, makna pernikahan tercantum dalam
pasal 2 dinyatakan :

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad

tumbuhan. Sunnatullah bagi kehidupan makhluk ini ditegaskan Allah melalui

* Setiyowati, Hukum Perkawinan di Indonesia, Malang ,Citra Intrans Selaras, 2021

*2 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia,
Depok,Graha Press, 2020
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sejumlah firmannya-Nya, antara lain di dalam Q.S. Yasin ayat 36 yang

berbunyi :

Manusia diberi berbagai kelebihan dari makhluk lainnya sehingga

mereka menjadi subjek yang memiliki hak menentukan pilihannya. Demi
menjaga martabat kemanusiaannya, diberikan oleh Allah ketentuan-ketentuan
yang mengatur hubungan antara dua jenis manusia yang berbeda. Di sinilah

nilai sakral suatu perkawinan yang menempatkan manusia pada proporsi yang
29
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dikehendaki Allah SWT.

Perkawinan bukan saja persoalan biologis dan bukan juga hubungan

%

S\

o
e
o
4
P
v
y
¢

s
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pribadi sepasang suami isteri, melainkan juga persoalan teologis. Melihat

perkawinan dari aspek-aspek seksual dan spek hubungan biologis semata,
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berarti sama dengan apa yang terjadi di lingkungan. Dalam Islam

%
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o
4
o
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s
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mengkongkretkan hubungan dan tanggung jawab antara suami isteri dalam

bentuk hukum-hukum.*?

2. Dasar Hukum Perkawinan

H

TSI waneeed

%

Artimya :
“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya
kamu mengingat kebesaran Allah”.
Dari makhluk Allah yang berpasang-pasangan inilah Allah SWT
menciptakan manusia menjadi berkembangbiak dan meneruskan keturunannya

dari generasi ke generasi berikutnya.
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Perkawinan, yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah

mubah tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu Imam lzzudin
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Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu :

“3 Setiyowati, Hukum Perkawinan di Indonesia, Malang ,Citra Intrans Selaras, 2021
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1. Maslahat yang di wajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. Maslahat

wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling

utama) dan muttawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama

rada sedikitdi bawah

A A

10 ﬁl’ bawah, maslahat
o

ngan 9 1 andekati maslahat

ebagian diantaranya

ari sebagian yang lain.

dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut

perubahan keadaan :

“Muhammad Igbal, Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur. Jurnal
Hukum Keluarga Vol. 3 No. 1, Tahun 2020.
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1) Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang
akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah

mampu,yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari

dapat terlaksana kecuali

Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah

tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.*

“* Haris Hidayatulloh, Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Hukum Islam,Vol. 5 No. 1, Tahun
2020.
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nery we[sy sej

Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yang
merupakan akad yang sangat kuat atau ‘“miitsaagan gholiidhan” untuk

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah (Pasal 2 KHI).

Perkawinan ) ) an berumah tangga yang

‘h“‘ .o

*® Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2015.

“" https://Imww.hukumonline.com/berita/baca/lt5db 127b0b52f3/dispensasi-
erkawinan-tetap- dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-
baru.diakses padarabu 1 desember 2021 pukul 13.46.
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3. Syarat-syarat Sah Perkawinan
Agar suatu perkawinan menjadi sah secara hukum sehingga dapat

menimbulkan akibat hukum yang utuh, maka perkawinan tersebut disyaratkan

untuk memer apa a_pe aitu sebagai berikut :

dalam perkawinan

tersebut  harus

jika ia memenuhi syarat, alasan dan tata cara beristri lebih dari satu
(poligami).;
f  Pria hanya boleh menikahi wanita, artinya pernikahan sesama jenis

dilarang oleh hukum;
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g Kecuali ketentuan agamanya menentukan lain, maka seseorang tidak
boleh menikah untuk ketiga kalinya dengan pasangan yang sama;

h.  Seorang wanita yang putus perkawinannya tidak boleh menikah lagi

g dilarang oleh

-undang untuk

garis keturunan

sampingan, yaitu

engan saudara laki-

\\\\\\\ A Y )

T\

menyusui, dan bibi/paman yang menyusui;
5 Mereka yang bersaudara dengan istri atau sebagai bibi atau
keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih

dari seorang;

40



6) Mereka yang memiliki hubungan yang agama atau peraturan

lain yang berlaku dilarang untuk menikah.*®
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1) Muslim;

2) Pria;

*8 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta ,Raja Grafindo Persada, 2014.
* Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, , Jakarta ,Prenadamedia Group, 2015
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3) Jelas orangnya;

4) Dapat memberikan persetujuan;

5 Tidak ada batasan pernikahan.

4) Muslim;

5 Dewasa.

42



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

e. ljab Qabul, syaratnya
1) Adanya surat nikah dari walinya;

2) Ada surat pernyataan penerimaan dari calon mempelai wanita;

) ihram haji atau

eh minimal empat

wakilnya, wali

b. : K& > agama dan kepercayaan masing-
masing. Dengan demikian, suatu perkawinan tidak sah menurut hukum
negara apabila perkawinan tersebut tidak sah jika ditinjau menurut

agama dan kepercayaan masing-masing orang yang hendak menikah.;

%0 Setiyowati, Hukum Perkawinan di Indonesia, Malang ,Citra Intrans Selaras, 2021
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c. Pada prinsipnya prinsip monogami berlaku. Artinya, berdasarkan
hukum vyang berlaku di Indonesia, seorang suami hanya boleh

menikahi seorang istri, jika tidak boleh lebih dari satu istri dalam

\\“%

RATNANRY

unsur kepastian hukum dan keadilan bagi suami istri.**

> Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta ,Raja Grafindo Persada, 2014
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B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

erlaku di Negara
ayat (2) Undang-

egaskan , sebagai

Tahun 1974 Tentang Perkaw didasarkan pada pemahaman, bahwa usia
perkawinan menjadi bagian terpenting dalam pembinaan rumah tangga. Usia
perkawinan jelas berimplikasi pada persoalan rumah tangga, yang dapat

muncul dalam konteks krisis akhlak, ketidakharmonisan, dan tidak adanya

tanggung jawab. Meskipun secara factual diakui bahwa pernikahan anak di
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bawah umur telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat di Indonesia
dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga Peradilan Agama.*

Namun pada November 2019 terjadi revisi Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974

> Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia (analisis tentang perkawinan di bawah umur,
Jakarta, Kencana, 2018.

53 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, Jakarta, Sinar
Grafika, 2014.

> Tiara Dewi Prabawati, Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin
Dikaitkan Dengan Asas Perlindungan Anak.Vol. 6 No. 3, Tahun 2019.
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2.

a.

Dasar Hukum Dispensasi Nikah
Dispensasi Nikah Berdasarkan Kontruksi Hukum Positif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

% ASa t @ “Bahwa perkawinan itu
‘ ‘\Q‘,h“ .e mur 19 tahun.”

16 Tahun 2019

ketentuan umur
ak pria dan/atau

epada  Pengadilan

perkawinan, permohona Jensasi kawin untuk masing-masing calon
suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sesuai dengan domisili

salah satu orang tua/wali calon suami/isteri.”
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b. Dispensasi Nikah Berdasarkan Kontruksi Hukum Islam

Dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan pasti tentang ukuran

kedewasaan dan usia ideal untuk melaksanakan pernikahan. Namun ukuran

i a_di o agan masa baligh, yaitu
: %“‘ .& ma) untuk pria.

ga sampai lima

kan kebanyakan

Al-quran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan

%% Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia (analisis tentang perkawinan di bawah umur,

Jakarta, Kencana, 2018.

*® Syahruddin Nawi, Analisi Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan
Dispensasi Pernikanan, Vol. 1 No. 1, Tahun 2020.
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pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu sebagaimana firman

Allah SWT dalam Qs. An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka
dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya),
Maha Mengetahui.”

Dari penjelasan ayat di atas, Rasulullah SAW menasehati kaum

muda untuk menikah dengan syarat memiliki kemampuan. Selain itu, Al-
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Qur'an dan Hadits juga mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam
pernikahan. Usia kedewasaan dalam figh ditentukan oleh tanda-tanda fisik,

yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Mengenai asas

%
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o
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e
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“
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kedewasaan dalam pernikahan, para ulama cenderung tidak membahas

%
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o
o
o
4
o
v
’
¢

s
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batasan usia untuk menikah secara rinci melainkan lebih membahas hukum

menikahkan anak di bawah umur.®’

hanya untuk waktu tertentu. Itulah prinsip pernikahan dalam Islam yang

harus dilandasi dengan kerelaan hati dan yang bersangkutan telah

>" Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia (analisis tentang perkawinan di bawah umur,
Jakarta, Kencana, 2018.
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melihatnya terlebih dahulu agar nantinya tidak menyesal setelah

menikah dan dengan melihat dan mengetahui sebelumnya akan dapat

melanggengkan kesepakatan antara keduanya. suami dan istri.

melang Qq ake ya merupakan implementasi
dari ajaran . mengatur bahwa pernikahan
memberikan batasan terhadap rukun dan syarat yang perlu dipenuhi. Jika
rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu batal
demi hukum. Demikian pula agama memberikan ketentuan lain selain
rukun dan syarat, seperti adanya mahar dalam perkawinan dan juga

kesanggupan.
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e. Asas Kematangan Calon Mempelai
Secara tegas tidak ditentukan alasan berlakunya asas ini dalam

hukum islam. Meskipun demikian, asas ini dapat diterima dengan alasan

ahatan itu dapat ditinjau

‘ ‘ Q'ﬁ‘&\“ .A@ emaslahatan di

> Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia (analisis tentang perkawinan di bawah umur,
Jakarta, Kencana, 2018.
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1g Nomor 5 Tahun 2019

rumah tangga es Jan ¢ a maupun aturan hukum

yang berlaku.*

Dari hasil survey yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru

kelas I A yang beralamat di jl. Datuk Setia Maharaja/Parit Indah — Tangkerang

> Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, , Jakarta ,Prenadamedia Group, 2015
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Labuai — Bukit Raya kota Pekanbaru pada tanggal 11 Maret 2022, penulis

melakukan wawancara kepada Ibu Heppi Surtina S.H sebagai petugas pendaftaran

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terkait apakah permohonan dispensasi

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang
cukup.”

“(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai

yang akan melangsungkan perkawinan.”
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“(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang
tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan

ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi

syarat-syarat dispensasi ka ana persyaratan tersebut berupa.”
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1. “Pemohon harus menyiapkan surat permohonan dispensasi
kawin sebanyak 8 (depalan) rangkap dan soft copy file.

2. Pemohon harus menyiapkan foto copy KK (Kartu Keluarga) dan

anda Pendud ang tua yang di legistrasi

<> Vapranatty)

¢

8. Pemohon harus menyiapkan foto copy surat keterangan dari
bidan apabila pemohon wanita dalam keaadaan hamil yang

dilegistrasi di Kantor Pos.”
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Dimana yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedomonan Mengadili Permohonan

Dispensasi Kawin pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

nan dispensasi kawin

T

Dari pertanyaan diatas Ibu Happi menjawab bahwa :

“Terdapat banyak sekali perbedaan yang terlihat contohnya pada dulu
tidak banyak data yang harus di bawa yaitu surat permohonan , fotokopi kartu

keluarga dan kartu tanda penduduk kedua orang tua yang di leges dan fotokopi
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surat penolakan dari KUA yang telah di leges sedangkan semenjak diberlakukan
PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ada penambahan yaitu seperti fotokopi buku nikah

kedua orang tau ,fotokopi kartu tanda penduduk anak yang dileges ,fotokopi

5 Tahun 2019

Tent edon eng ispensasi | ada Pasal 5 ayat

lispensasi kawin

e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau
Akta Kelahiran Calon Suami/Istri.
f. Fotokopi ljazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan

masih sekolah dari sekolah anak.”
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Sedangkan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang
perubahan atas Undang — Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7

ayat (2) yang menjelaskan terkait dipensasi kawin hanya mengenai hal :

ayat

inkan apabila pria

Pertimbangan hakim harus terdiri dari alasan memutus (pertimbangan)
yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang

biasanya dimulai dengan kata “mengingat”. Peradilan Agama merupakan salah
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satu Peradilan Negara Indonesia yang sah, khusus, dan berwenang dalam perkara

perdata bagi umat Islam di Indonesia.

pakan pengadilan tingkat

“H\Q\“ .ta‘ memutus, dan
rang yang beragama

un 2019 tentang

tang Perkawinan,

laki-laki dan
perempu i ) k sa ambahnya permohonan
dispensa: g iindene \ Jia enyebabkan perlunya aturan
tambahan L luan aturan lan terkhusus hakim dalam

2019 pada pengadilan agama pekanbaru kelas IA.

® Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah, Jakarta ,Sinar Grafika,
2010.
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Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, bahwa produk peradilan agama terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu

putusan dan penetapan. Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugata

Agama Pekanbaru
dah — Tangkerang
aret 2022, penulis
sebagai hakim

omor 5 Tahun 2019

2019 di Pengadilan Agaman Pekanbaru tentunya membantu pengadilan agama
serta hakim dalam melaksanakan pemeriksaan dan juga mengabulkan

permohonan dispensasi kawin dengan lebih efektif dikarenakan,sejak tahun 2019

®> Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta,Raja Grafindo Persada, 2016.
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lalu pada saat dikeluarkan nya revisi mengenai batas usia yang diperbolehkan
menikah bagi pihak perempuan dan pria menjadi 19 tahun yaitu Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

\%‘é

=
—

2h menikah bagi
revisi menjadi 19
tingginya tingkat

engadilan Agama

HANLNREAY:

20

asi nikah yang masuk
ambahnya batas usia

enjadi 19 tahun. Hal ini

=
0
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Q
@
o
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Q
=
5
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@
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Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Drs M. Taufik M.H.
mengenai pertanyaan, Apakah yang menjadi penilaian utama bagi hakim untuk
mengabulkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pekanbaru ?

Dari pernyataan tersebut hakim menjelaskan bahwa : “Hakim

akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah jika syarat
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administrasinya telah lengkap disertai dengan faktor-faktor
pertimbangan hakim yang lainnya, jika telah terpenuhi semua nya dan

pantas untuk diberikan penetapan dispensasi nikah maka pengadilan

N an_ ke ang akan melakukan
1155 '0. )
d

Pekanbaru dalam mengabulka ohonan dispensasi nikah adalah sebagai
berikut :
1. Mengenai Kelengkapan Administrasi

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
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Perkawinan, Pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat
dilaksanakan apabila calon laki-laki dan perempuan telah berusia 19

tahun. Sehingga apabila salah satu dari pasangan calon suami istri

=)

@’e as ﬂ‘ winan. Sehingga

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang a. memiliki
hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke
atas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping; ¢
memilikan hubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu dan

ibu/bapak tiri); d. sepersusuan yaitu orang tua susuan, anak susuan,
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saudara susuan; e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai
bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristri lebih

satu orang; dan f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau

aitu'y ihat ari asas kemanfaat

untuk menunda perkawinan tersebut sampai mereka telah cukup umur.
Agar mereka tidak melakukan perkawinan dibawah umur yang mana

dapat memberikan efek negatif bagi kedua belah pihak.
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Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi dalam Pasal 17 dinyatakan:

“Hakim  dalam  penetapan  permohonan  dispensasi  kawin

Q)
-
Q!

\ 3

koridor

hakim a
dijalanka

dalam be

“\'%\%\‘%\\3‘\

Dari pertanyaan tersebut Bapak Hakim menjelaskan bahwa :
“Dalam pemeriksaan perkara dispensasi nikah terdapat beberapa

perbedaan dari aturan sebelumnya, hakim yang memeriksa yaitu hakim tunggal

®2 gy Ahyani,Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini
Akibat Kehamilan Di Luar Nikah, Vol. 34, No. 1,Tahun 2016.
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yang diutamakan telah mengikuti pelatihan,hakim juga menggunakan bahasa
yang ringan agar mudah dimengerti oleh anak, selain itu syarat nya juga lebih

banyak dan kongkret, dan hakim dalam persidangan wajib memberikan nasihat

n. suami/istri,hakimhanya

.@6. atik,.kemeja dll).

's.Asfawi M.H. sebagai

Apakah terwujudnya

Dari pertanyaan tersebut bapak hakim menjelaskan bahwa :
“PERMA Nomor 5 Tahun 2019 bertujuan sebagai pedoman mengadili
untuk membantu menekan angkat bertumbuhan permohonan disepensasi kawin

,Jbahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan yang baru yaitu

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat seseorang iu dapat
mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama lebih dipersulit

dari aturan yang lama, yang mana dalam aturan yang terbaru ini syarat-syarat

Jomor 5 Tahun 2019

o

2h”,

:

a. dispensasi  nikah,
‘ p

P

o

Permohonan Dispensasi

dispensasi perkawinan apakah akan ditolak atau dikabulkan ®

®8 Fahadil Amin Al Hasan, Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Dahulu dan Sekarang
(Pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019), Tahun 2021.
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Setelah dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan yang
aturan pelaksanaannya ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun

2019 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan, maka

yadili perkara dispensasi

\\nm\‘ " )
‘- sir M.H. terkait

pertanyaan af 1 : i ang diajukan selalu

dikabu

hendak diri sendiri
la ditemukan fakta

J pahwa pelaksanaan

saja tanpa harus melibatkan anak dan kalau sekarang anak wajib

dihadirkan dalam persidangan.”

Secara sosiologis, kasus mengenai perkawinan dibawah umur seolah-

olah menjadi fenomena yang terjadi secara merata di sejumlah Negara. Namun
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apabila ditinjau dari prespektif perlindungan anak bahwasanya perkawinan

dibawah umur dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan anak baik

secara biologis maupun psikologis.

ekanbaru, Apakah

dispensasi kawin

bahwasanya mereka telah bertunangan dan memiliki hubungan yang telah

sedemikian eratnya. Namun fakta yang sering saya temui dalam persidangan

* Fahadil Amin Al Hasan, Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Dahulu dan Sekarang
(Pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019), Tahun 2021.

72



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

kebanyakan anak yang dimintai keterangannya itu menyatakan bahwasanya diri

nya telah hamil, oleh karena itu diharuskan untuk segera menikah.”

Terdapat _beberapa alasan yang dapat menyebabkan terjadinya

goa jika anak tidak
tampak penasaran

a yang tidak baik,

hamil. Selain itu, gaya hidup dan perilaku seks bebas mempercepat
peningkatan kehamilan pada masa remaja. Hal ini juga dapat disebabkan
oleh fakta bahwa anak-anak sering dipengaruhi oleh hubungan mereka,

yang sering terjerat dalam pergaulan bebas dan salah.
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2. Faktor Ekonomi
Masalah ekonomi dalam keluarga seringkali menjadi faktor

pendorong orang tua untuk cepat menikahkan anaknya. Hal ini terjadi

I pedesaan, namun
usia anak yang
engizinkan karena

a yang sudah sulit

wajib belajar 9 tahun. Namun, karena keterbatasan ekonomi yang rendah,
seringkali hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa pendidikan
terabaikan, karena mereka tidak mampu membayar uang sekolah atau tidak

mampu membeli semua perlengkapan sekolah.
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Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan sehingga
seringkali orang tua hanya pasrah dan menerima keputusan anaknya yang

ingin putus sekolah. Hal ini justru dapat menyebabkan rendahnya tingkat

; i panyak terjadi pernikahan
S “Vnpnaett 'o..

s

=)

yang tinggal di pedesaan atau perkotaan jika anak perempuannya tidak lagi
bersekolah dan tidak memiliki kegiatan, pada umumnya akan cepat

menikahkan anaknya karena takut menjadi perawan tua.®

®*M. AbdussalamHizbullah, EksistensiDispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan
Perlindungan Anak DiIndonesia,Vol. 1 No. 2 ,Tahun 2019.
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Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Drs M Taufik M.H.
mengenai pertanyaan , Apakah jika suatu permohonan yang disebabkan

karena hamil diluar nikah selalu dikabulkan dalam permohonan dispensasi

\\“

’,

o
»
o

| o

|\s

)
<>

memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, sehingga dengan
berbagai faktor yang dipertimbangkan oleh hakim, syarat tersebut sangat
mendesak karena orang tua sudah tidak mampu lagi. untuk mengatasi

perilaku anak-anaknya.
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Apabila hakim telah mengabulkan permohonan dispensasi nikah
bagi kedua belah pihak maka penetapan dispensasi nikah yang

dikeluarkan Pengadilan Agama dapat dipergunakan oleh kedua belah

‘ ‘ a_telah mendapatkan izin

‘E‘ﬁ%\\ .89 Suatu putusan
3 i !1' an eksekutorial,
" |

“untuk persidangan dispensasi kawin sidang harus dihadiri oleh

Anak yang meminta permohonan,calon suami atau istri yang

® R. Febrina Andarina Zaharnika, Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama, Vol.01 No.01,
Tahun 2019.
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bersangkutan,orangtua atau wali dari anak yang meminta
permohonan”

Berdasarkan analisis penulis dari wawancara tersebut maka dapat

\%

ﬂv‘ 1K
”

&

- Seb:
[od

[ 4

Pengadilan Agama Pekanbaru pernah menolak permohonan dispensasi

kawin ?
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Dari pertanyaan wawacara tersebut Bapak Hakim mejelaskan

bahwa :

akan dilakukan

san  tersebut,maka
dak pernah menolak

ka ada persyaratan

kawin tidak

pihak pemohon yang tidak ingin melanjutkan permohon dispensasi kawin
karena berbagai alasan yang diajukan.

Sebagaimana hal ini juga dijelaskan dalam aturan yang berlaku
yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Mengadili Dispensasi Kawin pada Pasal 9 ayat :
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“(3) Dalam hal permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud maka panitera mengembalikan permohonan
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A. Kesimpulan

BAB IV

PENUTUP

ahwa pernerapan
memberlakukan
entang Pedoman
ala sesuatu yang
perkawinan harus

kannya peraturan

Q @‘ n Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun

L\ ¢ _ o
2019 Tentang Pedo Permohonan Dispensasi Kawin hakim
mengatakan bahwa dengan adanya peraturan tersebut tentunya membantu
pengadilan agama serta hakim dalam melaksanakan pemeriksaan dan juga

mengabulkan permohonan dispensasi kawin secara efektif, berdasarkan

faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan
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permohonan dispensasi kawin sebagai berikut: 1.) Kelengkapan

Administrasi, 2.) Tidak Ada Larangan Menikah, 3.) Asas Manfaat dan

Kermudharatan.
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bolak-balik dalam me okan persyaratan dan juga harus memiliki

alasan yang jelas dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin.
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